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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi
Keuangan pada Pemerintah Desa Sungai Meranti sudah sesuai dengan 1AI-KASP
(2015) tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Objek penelitian
ini ialah Pemerintah«'Besa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara
terstruktur dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa ataupun
bagian Keuangan Desa. SedangkaniData 'Sekunder yaitu data yang diperoleh dari
Kantor Desa dalam bentuk “dokumen-dokumen‘idan, setiap catatan keuangan.
Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
metode deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan
akuntansi keuangan pada Pemerintah Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan IAI-KASP (2015) tentang Pedoman
Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Pemerintah Desa Sungai Meranti tidak
melakukan penggolongan dan pengikhtisaran, selain itu dalam Laporan Kekayaan
Milik Desa, Desa Sungai Meranti tidak mengakumulasikan nilai aset tetap dengan
tahun sebelumnya.

Kata Kunci: Akuntansi Keuangan, Penerapan Akuntansi Keuangan Desa,
IAI-KASP (2015)
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ABSTRACT

This study aims to determine whether the application of financial accounting
at the Sungai Meranti Village government is in accordance with the IAI-KASP
(2015) regarding Gmdellnes for Village Financial Accounting Assistance. The
object of this researchdis.the Sungai Meranti Village;"Ringgir District, Bengkalis
Regency.
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BAB |

PENDAHULUAN

menjelaskan bahwa desa mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana
desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota,
dan digunakan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah serta
pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Setiap dana desa
diberikan kesetiap desa tanpa adanya perantara. Jumlah nominal yang diberikan

kesetiap desa pasti berbeda-beda yang disesuaikan berdasarkan jumlah desa



dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan
angka kemiskinan yang ada. Namun setiap hasil perhitungan nominal yang
diberikan kepada desa harus disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis
pada masing-masing desa. »Dengan demikian diharapkan hal ini dapat
mewujudkan pemerintah desa menerima dana yang cukup untuk dapat dikelola.
Menurut Peraturan Pemerintah "Nomor 472, Tahun 2005 pasal 67 tentang
keuangan ' desa, Yaitu (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang
menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), bantuan pemerintah dan bantuan. pemerintah daerah. (2)
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah
desa didanal.~dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (3)
Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa
didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).»Sumber pendapatan
desa terdiri dari:(a) pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli desa yang sah, (b) bagi hasil pajak.daerah kabupaten/kota paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk ‘desa dan dari retribusi kabupaten/kota
sebagian diperuntukkan bagi desa, (c) bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit
10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara
proporsional yang merupakan alokasi dana desa, (d) bantuan keuangan dari
pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan, (e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga



yang tidak mengikat. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d
disalurkan melalui kas desa.

Pemerintahansmenetapkan.Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang
desa, serta berbagai regulasi dalam siklus akuntansi pemerintahan desa. Dalam hal
ini maka peyusunan dan penentuan ‘regulasiskeuangan desa harus dilaksanakan
dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, sebagai” bentuk perwujudan dari
kewajiban dan tindakan desa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang
terdapat di desa. Misalnya, pembangunan desa baik dalam hal sistem dan
mekanisme maka pengelolaan keuangan diselenggarakan oleh pemerintah dengan
menggunakan akuntansi pemerintahan desa.

Akuntansi pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan
keuangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan yang
dibuat dalam tata kelola desa yang dimuat dalam undang-undang desa dianggap
sebagai bentuk kebijakan yang akan membawa suatu harapan baru dalam hal
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap desa. Diantara kebijakan
yang termuat yaitu, alokasi ‘anggaran digunakan untuk menambah anggaran desa
dalam pengembangan, pelayanan, pendampingan serta pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, pemberian pendapatan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan
perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 71 Ayat (1) menyatakan
bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang dan semuanya berupa uang dan harta kekayaan yang berkaitan dengan



pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa
adanya hak dan kewajiban bermuara pada pengelolaan pendapatan, pengeluaran,
keuangan dan pengelolaan keuangan desa.

Laporan keuangan desa dari.Pemendagri.Nomor 113 Tahun 2014 yang harus
dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan
Kekayaan' Milik Desa ‘dan Laporan Pemerintah dan” Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa. Selain itu dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah
selurun kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Selanjutnya, pada tahap perencanaan dan penganggaran, -maka pemerintah
desa harus melibatkan masyarakat desa yang diwakili oleh pihak Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), agar setiap program dan kegiatan yang disusun
dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Perangkat desa
juga harus dapat melakukan pencatatan, atau pencatatan atas seluruh transaksi
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukannya.

Namun peran dan tanggung jawab, yang.diemban oleh perangkat desa masih
belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Permasalahan
umum lainnya adalah dimana desa belum adanya prosedur dan dukungan sarana
dan prasarana dalam pengelolaan keuangan, dan masyarakat desa kurang berminat
terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu,
besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa menimbulkan risiko

pengelolaan.



Pengelolaan keuangan desa melibatkan serangkaian siklus terpadu dari satu
tahap ketahap berikutnya. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, mata rantai dan
prinsip pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap desa
agar penyelenggaraan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
desa, pembangunan desa, dan.pemberdayaan.masyarakat desa berjalan sesuali
dengan yang diharapkan, yang berdampak tercapainya wujud dari visi dan
masyarakat desa yang sejahtera. Laporan keuangan desa yang disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang harus dilaporkan
dalam bentuk Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

Proses pencatatan keuangan serta pelaporan keuangan merupakan hal yang
harus transparan dan_ terarah.  Maka dengany demikian; pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan agar pembukuan dapat digunakan untuk mengelola dana
desa dengan baik. Akuntansi adalah proses pencatatan kekuatan keuangan
sehingga menjadi informasi yang berguna bagi-pemiliknya. Informasi yang
dihasilkan biasanya berupa laporan keuangan yang kemudian dapat digunakan
oleh para pemangku kepentingan.

Namun yang terjadi pada setiap desa kurang atau tidak sepenuhnya memiliki
pemahaman akuntansi penuh. Hal ini kemudian dapat menimbulkan kekurangan
dalam memaksimalkan fungsi akuntansi yang semestinya demi tercapainya
keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaan tugas dari setiap masing-masing

aperatur pemerintah desa. Dengan demikian, setiap aperatur desa dan masyarakat
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desa harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan yang ada di dalam
undang-undang maupun pada ketentuan lainnya yang berlaku.

Desa Sungai Meranti merupakan desa yang berada di Kecamatan Pinggir

dalam bentuk alokasi

akuntansi, . aks : maan dan uang
dikeluarka
Proses gai Meranti di
lakukan der ngan mencatat

endapatan yang

Meranti berkewajiban membuat pelaporan tahap akhir dari siklus akuntansi.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: Menyusun Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (lampiran 1). Laporan ini mencakup total
anggaran dan pendapatan, pengeluaran dan situasi keuagan pemerintah desa untuk

tahun anggaran tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 2) laporan ini
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memuat posisi aset lancar, aset jangka panjang, kewajiban serta kekayaan bersih
pemerintah yang diakuisisi pada tanggal 31 Desember untuk periode tertentu.

Proses akuntansi yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Meranti dalam

pengikhtisa

Proses selani

pelaksanaa

Siklus aku

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada
Pemerintah Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

didapatkan rumusan masalahnya sebagai berikut: Apakah implementasi akuntansi
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keuangan desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sungai Meranti Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi

Akuntansi Keuangan Desa, Tahun 2015.

menjalankan dan membuat kebijakan dalam proses penyajian laporan
keuangan sesuai dengan ketentuan IAI-KASP, 2015.

c. Bagi Pembaca
Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan

sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.
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1.5 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan untuk meperoleh

gambaran yang jelas serta memudahkan pembaca tentang permasalahan yang

aikan tentang

dan manfaat

BAB 11 ’
’ Ba konsep-konsep
‘! penelitian serta
’ .
BAB 111 ' ‘
ksanaan penelitian
ek penelitian, jenis dan
an data, dan teknik analisis
data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum desa,
struktur desa, dan menjelaskan hasil penelitian terkait dengan
penerapan akuntansi keuangan desa pada Pemerintah Desa

Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

10

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis, serta memberikan saran Yyang

an yang diharapkan
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TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

pat. Menurut

H.A.W Widjaja : i desa adalar mi 3 dan utuh serta

dapat dinya : y ebuah kedaulatan

melainkan 1 i a mengatur urusan rumah

serta meningkatkan peran masyarakat dalam mengembangkan desa setempat.
Sehingga dengan langsung terhadap transparannya pengelolaan keuangan
pemerintah  adanya otonomi desa maka memiliki dampak desa.
Selain itu, dengan adanya otonomi desa berarti setiap desa diberikan wewenang

atau kebebasan dalam upaya menyusun program yang kemudian mengajukannya

kepada pemerintah. Sehingga, hal ini dapat memberikan dampak yang positif serta

11
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dapat memajukan desa yang ada apabila ada orang ataupun badan pemerintah desa

yang memiliki kemampuan atau keahlian yang baik dalam merencanakan suatu

program dan/serta memiliki keahlian dalam menganalisis terkait hal-hal yang

pedesaan
masyaraka z ge e .ﬂ:‘ kat diberikan
tanggungja
kemajuan de

2.1.2 Definis

memudahkan dalam membuat pengaturan sistem pemerintahannya.
Adapun menurut para ahli pengertian desa yaitu sebagai berikut:
1. R. Bintarto (1977)
Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur
fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam

hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
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. Sutarjo Kartohadikusumo (1965) mendefinisikan desa sebagai berikut:

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan

sangat dipengaruhi alam sekitar iklim, keadaan alam, kekayaan alam,
sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada
Pasal 1 Nomor 1 yaitu sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Jan Hoesada (2014) mengatakan desa dan desa adat melakukan tugas yang

dengan pri
penyelesaia C ), mengad: E 3 untuk
pengadilan

memerilaha

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelaksanaan dan perbuatan dalam
berbagai keputusan.

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 2 tentang
pemerintahan desa dapat diartikan sebagai berikut:

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.



15

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 bahwasannya pemerintah desa
adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam bernegara pemerintahan
sangatlah dibutuhkan guna mengayomi rakyat, mengatur. rakyat serta dalam
memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adanya pemerintahan, maka semua wilayah
serta batas-batas wilayah dapat terkontrol-serta diawasi dan dapat diatur dengan
mudah. Disetiap wilayah pasti memiliki pemerintahan dan memiliki perangkat
pemerintahannya masing-masing. Maka dari itu penting bagi kita untuk
mengetahui tentang pemerintah desan serta perangkatnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa yang juga
dikenal dengan‘nama lain adalah kepala pemerintahan desa.yang bertanggung
jawab memimpin dan menjalankan pemerintahan desa. Kepala desa memiki
peranan penting Sebagai orang yang menghayati negara yang dekat dengan
masyarakat dan merupakan pemimpin masyarakat. Undang-Undang No.6 Tahun
2014 menjelaskan ~bahwa kepala desa bertanggung  jawab menjalankan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat
desa, serta pemberdayaan desa. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala desa
berwenang sebagai berikut:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

d. Menetapkan peraturan desa.

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

16

f. Membina kehidupan masyarakat desa.
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta

ala produktif untuk

terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Peraturan No.113 Tahun 2014
mengatur bahwa sekretaris desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa bertanggung jawab kepada kepala desa, dengan tanggungjawab
sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
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c. Menyusun  Raperdes  APBDesa, Perubahan  APBDesa, dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

d. Menyiapkan rancangan keputusan kepala desa untuk melaksanakan

sesuatu be ! ars ' 2laksanaan hak dan
kewajiban : Ja ayat (2) d . d nor 6 Tahun 2014
disebutkan ba ) ‘kewajiba : o silkan pendapatan,
pengeluaran, keuangan, se e " aal of ang perlu dilakukan

dengan seba

d. Pelaporan; dan
e. Pertanggungjawaban.
Selanjutnya, pada pasal 30 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang
dimaksud dilakukan dengan basis kas. Basis kas yang dimaksud merupakan
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas

desa. Pasal 94 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatur bahwa
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pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, serta

pengalokasiannya bersumber dari APBN dan APBD. Dalam setiap tahapan proses

perencanaan dari

pada tahun anggaran

ian APBDesa.

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/walikota melakukkan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
Dalam hal bupati/walikota tidak melakukan evaluasi dalam waktu
tersebut, maka peraturan desa berlaku dngan sendirinya. Dalam hal ada

koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari
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hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil

evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan

esa paling lama 7

bersama BPD

desa tentang APBDesa.

2. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

3. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang

harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa meakukan
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penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari Kkerja terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi.

4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan

bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam
peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan
peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan
pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya

Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut
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diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana
kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan

pengeluaran atau beban anggaran belanja kegiatan dengan

sebagai

Q @ U kas-umum, buku kas pembantu
pajak dan buku ..‘ A n pencatatan yang mengenai
seluruh penerimaan serta pengeluaran dalam buku kas umum bendahara
desa melakukan pencatatan yang sifatnya tunai. Sedangkankan, setiap
transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tejadi melalui bank ataupun
transfer maka bendahara desa mencatatnya kedalam buku bank.
Selanjutnya, transaksi penerimaan yang berasal dari pungutan pajak dan

pengeluaran yang berupa penyetoran pajak ke kas Negara maka
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bendahara desa melakukan pencatatannya kedalam buku kas pembantu

pajak. Dengan demikian dari setiap kegiatan dalam proses penatausahaan

pengelolaan keuangan maka bendahara wajib mempertanggungjawabkan

a)

b)

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
pemerintahan desa.

Menginformasikan kepada publik secara tertulis dan melalui
media informasi yang mudah diakses oleh setiap komunitas.
Disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan camat atau nama

lain.
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2. Laporan Harta Milik Desa per tanggal 31 Desember tahun
anggaran yang bersangkutan.

3. Laporan proyek pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke

keuangan yang ada masyarakat dengan tetap
memperhatikan  ketentuan perundang-undangan.  Asas
transparan merupakan prinsip yang memungkinkan masyarakat dapat
mengakses informasi seluas-luasnya tentang jalannya penyelenggaran
pemerintahan,  khususnya dari informasi  tentang  kebijakan,

pengembangan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang diperolehnya.

b. Akuntabel
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Akuntabel  merupakan  perwujudan  kewajiban  untuk  dapat

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian

desa yang

desa.

angan desa harus

a. Aspek Fungsional
Akuntansi memberikan informasi kepada entitas seperti pemerintah desa
untuk mengambil tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi dari tindakan
tersebut adalah untuk merencanakan, memantau, dan mengambil
keputusan untuk pengelolaan entitas yang dapat digunakan oleh pihak

internal dan eksternal.
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b. Aspek Aktivitas

Proses yang dilakukan untuk mendefinisikan data menjadi data yang

relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi informasi yang

Prinsip ansi desa ya ebuah nilai- ; dikan panutan dan
taannya prinsip

karenakan prinsip

laporan keuangan pemerintah desa lainnya. Adapun prinsip-prinsip akuntansi desa
yang digunakan yaitu prinsip harga perolehan, prinsip realisasi pendapatan,
prinsip objektif, prinsip pengungkapan penuh dan prinsip konsistensi (IAI-KASP,
2015). Adapun penjabaran prinsip-prinsip akuntansi desa yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Harga Perolehan
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Prinsip ini menetapkan bahwa harga perolehan dari aset, kewajiban, dan

pendapatan dihitung berdasarkan harga perolehan yang disepakati oleh

kedua pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini memiliki nilai

ansaksi. Prinsip ini

internal  pemangku

transaksi dan pencatatannya.
d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan pengungkapan yang
memadai yang disajikan baik dengan cara kualitatif maupun kualitatif
yang dapat berpengaruh pada saat pengambilan keputusan.

e. Prinsip Konsistensi
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Dalam penyusunan laporan keuangan, nilai konsistensi harus ditentukan
dalam penggunaan metode, pedoman dan standar pelaporan. Laporan
keuangan juga harus dapat diperbandingkan, yaitu dapat dibandingkan
dengan badan pemerintah desa lainnya pada periode yang sama atau
sebaliknya.
2.1.8 Sistem Pencatatan dan. Dasar/Pengekuan Akuntansi Keuangan Desa
2.1.8.1 Sistem Pencatatan
Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:44-51) sistem
akuntansi dibagi menjadi tiga jenis, yakni sistem akutansi tunggal, ganda, dan
rangkap tiga, sebagai berikut:

a. Single Entry
Sistem_pencatatan single entry sering-disebut sebagai sistem tata buku
tunggal atau tata buku dalam sistem akuntansi. Dalam sistem ini,
pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali. Transaksi yang
menambah kas akan-dicatat kepenerimaan,dan transaksi yang mengurangi
kas akan dicatat ke sisi-pengeluaran.

b. Double Entry
Sistem pembukuan berpasangan, juga dikenal sebagai sistem akuntansi
gabungan, adalah sistem pencatatan dimana transaksi ekonomi dicatat dua
kali. Sistem pembukuan berpasangan dibagi menjadi dua bagian, debit di
sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan, setiap pencatatan transaksi harus
menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

c. Triple Entry
Sistem pencatatan pada“triple entry merupakan proses pelaksanaan
pencatatan yang menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah
dengan mencatat pada buku anggaran. Sistem pencatatan double entry
dijalankan pada pemerintah, pejabat penatausahaan keuangan (PPK),
satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau
satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi
tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada
sisa anggaran.
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2.1.8.2 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa
Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat maka perlu dibuat dasar
pengakuan akuntansi. Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:
46-51) adalah sebagai berikut:
a. Basis Kas (cash basis)
Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam
akuntansi, dimana pencatatan-basis kas. adalah tenik pencatatan ketika
transaksi terjadi dimana uang benar-benar‘diterima atau dikeluarkan.
b. Basis Akrual (accrual basis)
Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual digunakan
untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
c. Basis Kas Modifikasian (modified cash basis)
Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan
penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
d. Basis Akrual Modifikasian (modified accrual basis)
Basis .ini mencatatat transaksi dengan menggunakan  basis kas untuk

transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian
besar transaksi.

2.1.9 Siklus Akuntansi dan-Tahapan Siklus Akuntansi
Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan-tahapan suatu kegiatan
akuntansi yang  meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan yang dimulai pada saat terjadi suatu transaksi (1Al KASP, 2015) yang
akan diajabarkan sebagai berikut:
a. Tahap Pencatatan
Tahap ini adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi. Bermula dari
bukti-bukti transaksi kemudian dilakukan pencatatan kedalam buku yang
sesuai.

b. Tahap Penggolongan
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Tahap selanjutnya setelah dilakukannya pencatatan berdasarkan bukti
transaksi yaitu tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan

tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam siklus akuntansi. Pada

tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas Kinerja atau realisasi
pelaksanaan APBDesa. Laporan ini mencakup total realisasi

pendapatan dan belanja, dan pembiayaan pemerintah desa yang

bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
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2. Laporan kekayaan milik desa, laporan yang memuat posisi aset lancar,
aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per tanggal 31
Desember tahun tertentu.
2.1.10 Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni, V. Wiratna (2015:23-26), ada beberapa tahapan atau

langkah untuk melengkapi laporan Keuangan desa yaitu:

a. Menyusun rencana berdasarkan visi dan misi yang dituangkan dalam
penyusunan anggaran.

b. Anggaran yang dibuat termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan
setelah anggaran disetujui maka perlu dilaksanakan.

c. Dalam pelaksanaan anggaran maka timbul transaksi. Transaksi tersebut
harus dicatat secara lengkap dalam bentuk buku kas umum, buku kas
pembantu, buku bank, buku pajak, buku investaris beserta kumpulan
bukti-bukti transaksi atau dokumen pendukung operasi.

d. Untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan, maka atas dasar
transaksi-transaksi yang telah terjadi dapat disusun suatu neraca. Neraca
ini digunakan untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.

e. Selain  menghasilkan neraca sebagalr bentuk pertanggungjawaban
pemakaian anggaran; kemudian pelaporanipelaksanaan anggaran desa.

Dasar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan desa adalah basis kas.
Dibuat untuk mencatat pengakuan pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam
laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan pada aset, kewajiban
dan ekuitas dana pada laporan neraca.

Laporan keuangan desa memiliki tujuan akuntansi yaitu tujuannya sebagai

bentuk dari pertanggungjawaban entitas ekonomi terhadap penggunaan dan
pengelolaan sumber daya yang ada. Selanjutnya, adapun pihak yang

berkepentingan dan selalu menggunakan informasi akuntansi, khususnya sebagai

berikut:
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a. Pihak Intern
Pihak internal adalah pihak yang berada dalam struktur organisasi desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

pemerintah
asal dari APBN

ngan bantuan

Dalam penyusunan laporan keuangan desa harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
Di dalam laporan ini menyajikan kinerja pemerintah desa dari anggaran
desa dalam hal pendapatan, peneluaran, dan keuangan terhadap anggaran
mereka dibawah APBDes atau perubahan APBDes untuk tahun anggaran

tertentu.
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b. Laporan Kekayaan Milik Desa
Laporan ini menunjukkan bahwa kekayaan milik desa pada dasarnya

adalah perbedaan antara aset milik desa dengan total kewajiban desa per

ik desa termasuk aset

asarkadn la aKan : elah diuraikan
di atas, maka se 2 dapa ’
‘ .“ merintah Desa

Sungai Me amatan Pinggir Kabupate gka m sesuai dengan
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METODE PENELITIAN

Pinggir Kabupate
3.3 Jenis dan
Jenis data yang d 3 primer dan data

sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Sungai
Meranti dalam bentuk dokumen data-data mengenai laporan keuangan,
struktur organisasi, dokumen terkait dengan perencanaan dan pengelolaan

keuangan.

33
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3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah

sebagai berikut:

Metode anal

yang diperole

ﬁ\‘ﬁl\k“%\ =

g
~
<
= :

=
-~
H
¢
¢
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

k.

=
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o
—
(0]
=
[(72]
[¢]
o
c
—

Desa Sung

Pinggir ya

pembentukannya, de i dipimpin oleh Pj. Kepals ertamanya adalah
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o
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Bapak A.Ra
Saat ini

Basma Adam

@
S
2
Y
»)
D
(%2}
D
w
c
=
Q
=

Bengkalis. Dari
Meranti telah menga ) " yang digambarkan pada
Tabel 4.1 berikut ini:

Nama dan Masa Jabatan Kepala Desa
Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Periode I - IV
No Nama Jabatan Periode
1. | A.Rahman Kepala Desa Ke-1 2013 — 2016
2. | Zulkipli Marzami Kepala Desa Ke-2 2016 — 2017
3. | Romiantoyo Kepala Desa Ke-3 | Januari — Agustus 2017

35



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

36

4.

Basma Adam Lubis., S.H | Kepala Desa Ke-4 2017 — 2023

Sumber: Profil Desa Sungai Meranti

Secara administrasi Desa Sungai Meranti terbagi kepada tiga Dusun, sebelas

1, Tetangga)

Tetangga).

Dusun Su arl Terdiri dari - a iga RT. Dan

Dusun Ku

Pem

ahi tiga RT.
erintah : d ang Kepala Desa,

orang Seke Desa, dan tiga Kepal 2 Kepala Seksi

Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah:
“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik dan Bersih Tanpa
Berpihak dengan Siapapun dan Selalu Berlandaskan Dengan Norma-
Norma Agama serta Berazaskan Gotong Royong, Kekeluargaan dan Rasa
Memiliki Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Adil,

Makmur dan Sejahtera”.
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2. Misi
Selain penyusunan visi juga telah ditetpkan misi-misi yang memuat suatu

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa

1) Me kal nas apera rintah  serta

yanan kepada

2) dari korupsi serta
3) jaraka ara ' Ingjawab sesuai
4) o saikan be ) € i, sosial, dan
5) : ari.segala penyakit masyarakat

6) Membangkitkan kembali budaya gotong royong didalam kehidupan
masyarakat desa.
7) Memupuk kembali rasa kekeluargaan dan rasa saling memiliki antara

masyarakat satu dengan yang lainnya.
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4.1.3 Struktur Organisasi
Struktur Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

sebgai berikut:

euangan Desa

e.

APBDesa.

2. Sekretaris
Sekretaris bertugas membantu kepala desa dalam mengelola administrasi
desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa.

3. Kepala Seksi
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Kepala seksi adalah seseorang yang ditunjuk oleh kepala desa sebagai

pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan masing-

masing.

embayar,

Kaur Kaur
Pemerinta Umum
han Susi
Harianto
| |
Staf Kaur Staf
Pemerinta Kaur
hi.ir? ag an Umum
Siti Lilis Eka Juliadi
Ramadan
Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun
Suka Maju Suka Sari Kulim Jaya
Eriadi Ade Santoso Burhan Saragi

Sumber: Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir 2021
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Sungai Meranti

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan permasalahan yang

Sungai Meranti diawali dari mencatat bukti-bukti transaksi kedalam buku kas
umum tunai (Lampiran 3), buku pembantu pajak (Lampiran 4), dan buku bank
(Lampiran 5). Kemudian, mengelompokkan seluruh transaksi yang ada di jurnal
tersebut dengan mencatat kedalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
Selanjutnya, pemerintah Desa Sungai Meranti menyusun Neraca Saldo dan

Neraca Saldo setelah Penyesuaian, kemudian membuat laporan keuangan yang
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terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Lampiran 1), serta
membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 2).

1. Tahapan Pencatatan

“aly

oy
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Tabel 4.2
Buku Kas Umum (BKU)
Pemerintah Desa Sungai Meranti

Tahun 2019

Penerimaan | Pengeluaran

No. Keterangan (Rp)

1 6
1. 0
2. 10.500.000
3. 3.000.000
4. 55.650.000
5. 15.900.000
Sumber: Bu ggir Kabupaten
b. Buku

pengeluaran Pemerintah de gal Meranti secara transfer ataupun
tunai. Ini adalah format Buku Bank Desa yang dibuat oleh pemerintah

Desa Sungai Meranti:
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Tabel 4.3
Buku Bank Desa
Pemerintah Desa Sungai Meranti
Tahun Anggaran 2019

43

Pemasukan Pengeluaran

i

S
N

20
19

167.949.043

16/
04/
20
19

620.422.643

23/
04/
20
19

193.557.843

yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Sungai Meranti telah sesuai

dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun

2015.

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Pemerintah Desa Sungai Meranti memakai buku kas pembantu pajak guna

mencatat setiap transaksi terkait pajak, pemotongan, pemungutan atau
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pembayaran. Pada saat transaksi pengeluaran, pemerintah desa akan
dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pengenaan pajak tersebut tergantung dari
besaran yang dibayar oleh_pemerintah-desa. Jika total pengeluaran yang
dikeluarkan kurang dari Rp2.000.000, dengan demikian pemerintah desa
hanya di kenakan Pajak. Penambahan Nilai (PPN). Akan tetapi, jika total
pengeluaran metampaui Rp2.000.000 pemerintah desa akan di kenakan
PPN dan PPh Pasal 22. Berikut ini format buku kas pembantu pajak yang
disiapkan oleh pemerintah Desa Sungai Meranti:
Tabel 4.4
Buku Kas Pembantu Pajak

Pemerintahan Desa Sungai Meranti
Tahun Anggaran 2019

Saldo

Tanggal

Uraian

Pemotongan
(Rp)

Penyetoran
(Rp)

(Rp)

1. | 23/04/2019

Tunjangan. Kepala
Desa Sungai
Meranti

150.000,00

0,00

150.000,00

2. | 23/04/2019

Tunjangan
Perangkat Desa
Sungai Meranti

795.000,00

0,00

795.000,00

3. | 23/04/2019

Pembayaran
Honorium = Beban
Kerja Kepala Desa
Sungai Meranti

150.000,00

0,00

150.000,00

4. | 23/04/2019

Pembayaran
Honorium  Beban
Kerja  Perangkat
Desa Sungai
Meranti

712.500,00

0,00

712.500,00

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Sungai Meranti Kecamatan
Pinggir Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel 4.4 dimana dapat dijelaskan bahwa Buku Kas Pembantu

Pajak yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Sungai Meranti telah sesuai
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dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Tahun
2015.

2. Tahap Penggolongan

tahap

a belum membuat

oleh Pemerintah Desa Sungai Meranti.
a. Buku Besar
Setelah membuat Buku Kas Umum maka selanjutnya pemerintah Desa
Sungai Meranti mempostingnya kedalam Buku Besar. Namun
pemerintahan Desa Sungai Meranti belum mencatat Buku Besar sehingga

tidak sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam IAI-KASP tentang
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Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015. Berikut ini

contoh tabel Buku Besar dan Buku Besar Pembantu yang harus dibuat oleh

pemerintah Desa Sungai Meranti:

01/01/
2019

Kredit

01/01/
2019

23/04/
2019

23/04/
2019

23/04/
2019

23/04/
2019

Tunjangan
Perangkat
Desa
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Tabel 4.6
Buku Besar
Akun: Pendapatan Transfer
Saldo
R
Tanggal Urai e| Debit Kredit Debit Kredit
16/04. 473.600
16/05/ W STTAS I édgmng 46.457.600
ima
27/06/20 .034.425.600
Sumber: Hasi i
&= TEDElAT8
iku Besar Pemb
Akun: Dana Des =1. =
T . = = aldo
Tanggal e Kredit
n
16/05/2019 193.984.000
ANBR
27/06/2019 581.952.000
I
Penerima
18/10/2019 | DD 969.920.000
i
Sumber: Hasil Pengolahan 21
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Tabel 4.8
Buku Besar
Akun: Beban Gaji Pegawai

Saldo

Tanggal Kredit

S @ ' a saldo adalah ringkasan dari
perkiraan buku besa . erac . a digunakan untuk mengetahui
bahwa semua proses pencatata ksi telah dilakukan dengan benar dan
dengan cara melihat saldo debit dan kreditnya sudah seimbang.

Pemerintah Desa Sungai Meranti dalam hal ini belum melakukan
pencatatan pada neraca saldo yang sesuai petunjuk pedoman dalam IAl-
KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Tahun 2015. Berikut

ini merupakan contoh neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh pemerintah

Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis:



49

Tabel 4.9
Neraca Saldo
KESﬁ Keterangan Debit (Rp) | Kredit (Rp)
4200 Pendapatan Transfer:
a. Penerimaan.Desa 193.500.000
b. Alokasi Dana Desa 452.473.600
c. Pendapatan Desa 426.864.800

5100 Belanja  Bidang  Penyelenggaraan

Pemerintah Desa:

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa 10.500.000
b. Tunjangan'Kepala Desa 3.000.000
c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 55.650.000
d. Tunjangan Perangkat Desa 15. 900.000

Sumber: Hasil dari Pengolahan Data Penulis Tahun 2021

4.

Tahapan Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan rincian dan pemutakhiran atau pembaharuan
akun akhir periode sebelum laporan keuangan. Tahap penyesuaian yaitu
tahapan yang dilakukan diakhir periode untuk menyesuaikan akun yang harus
disesuaikan. Adapun akun yang harus disesuaikan yaitu contohnya akun
persediaan dan aset tetap. Penyesuaian akun dilakukan untuk mengetahui
nilai akhir yang sebenarnya. Pada tahapan ini yang disesuaikan yaitu pada
penyusutan aset tetap. Jurnal penyusutan aset tetap dibuat untuk mengetahui
umur atau nilai dari aset tetapnya. Jurnal penyusutan dilakukan karena
kemampuan aset dalam menghasilkan pendapatan menimbulkan penurunan
manfaat aset. Dengan adanya jurnal penyusutan aset tetap dapat
memanfaatkan sisa nilai aset dengan menggunakan metode perhitungan
penyusutan. Dibawah ini adalah contoh jurnal penyusutan yang disusun oleh
pihak Pemerintah Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten

Bengkalis.
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a. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan aktiva yang terwujud untuk dipakai dalam jangka

panjang dengan nilai ekonomis yang relatif besar. Penyusutan biasanya

n, 2) dalam

0. Hal ini
emperhitungkan

dan bangunan,

terhadap aset

AT

mlah nilai aset

\\§\i

membuat perhitungan terhadap penyusutan aset tetap. Sehingga jumlah
nilai aset tetap dalam laporan kekayaan milik desa sebesar nilai aset yang
yang seharusnya pada akhir tahun, serta untuk mengetahui kapan waktu
yang tepat mengganti aset yang dimiliki pemerintah desa dan dapat
mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan apabila aset yang dimiliki telah

rusak atau tidak dapat digunakan kembali.
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Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 (Lampiran 2),
terdapat aset tetap, peralatan dan mesin, dengan harga perolehan senilai

Rp335.395.949 dan perkiraan umur ekonomisnya 5 tahun. Gedung dan

umur ekonomis 10
8. perolehan
penyusutan

ine Method),

Pemerintah Desa Sungal N camatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

adalah:

1) Catatan Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp67.079.190

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp67.079.190
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2) Catatan Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp19.102.700

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp19.102.700

iy

A\
a (
5
~

.‘ )

AN

pat disajikan

engaruhi akun

ntansi. Data laporan

. Dimana pada

a.

pendapatan, belanja, transfer, surpus/defisit, dan pembiayaan yang masing-
masing dibandingkan dengan anggaran pada suatu periode. Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang telah dibuat oleh Pemerintah
Desa Sungai Meranti sudah sesuai dengan IAI-KASP tentang Pedoman
Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa
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Menurut 1AI-KASP (2015) Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan

kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset

yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal

Tabel 4.10

Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintah Desa Sungai Meranti
Tahun Anggaran 2019

KODE URAIAN TAHUN 2019 | TAHUN 2018
(Rp) (Rp)
1 2 3 4

1. ASET
1.1. Aset Lancar
1.1.1 Kas dan Bank 232.819.199 568.858.963
1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa 0,00 0,00
1.1.1.02. Rekening Kas Desa 232.819.199 568.858.963
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1.1.2. Piutang 0,00 0,00
1.1.2.01. Piutang Sewa Tanah 0,00 0,00
1.1.2.02. Piutang Sewa Gedung 0,00 0,00
1.1.2.03. Piutang Sewa Peralatan 0,00 0,00
1.1.2.04. Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
1.1.2.05. Piutang Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
1.1.2.06. Piutang Alokasi-Dana Desa 0,00 0,00
1.1.2.07. Piutang Panjar Kegiatan 0,00 0,00
1.1.2.08: Piutang Lain-lain 0,00 0,00
1.1.3. Persediaan 0,00 0,00
1.1.3.01. Persediaan Benda | Pos 'dan 0,00 0,00
Materai
1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00
1.1.3.03. Persediaan  Blanko  dan 0,00 0,00
Barang Cetakan
1.1.3.04. Persediaan Alat-Alat 0,00 0,00
Listrik/Lampu/Baterali
1.1.3.05. Persediaan Bahan/Material 0,00 0,00
1.1.3.06. Persediaan Alat-Alat 0,00 0,00
Kebersihan/Bahan Pembersih
1.1.3.07. Persediaan Bibit 0,00 0,00
Hewan/Tanaman
1.1.3.08. Persediaan Barang untuk 0,00 0,00
Dihibahkan kepada Masyarakat
Jumlah Aset L ancar 232.819.199 568.858.963
1.2. Investasi
1.2.1. Penyertaan Modal 0,00 0,00
Pemerintah Desa
Jumlah Investasi 0,00 0,00
1.3. Aset Tetap
13.1. Tanah 0,00 0,00
1.3.2. Peralatan dan Mesin 335.395.949 391.403.949
1.3.3. Gedung dan Bangunan 191.027.000 379.929.400
1.34. Jalan, Irigasi dan Jaringan 868.499.000 | 3.414.378.283
1.35. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00
1.3.7. Aset Tak Berwujud 0,00 0,00
1.3.8. Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00
Aktiva Tetap
Jumlah Aset Tetap 1.394.921.949 | 4.185.710.683
1.4. Dana Cadangan
1.4.1. Dana Cadangan 0,00 0,00
Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00
L5. Aset Tidak Lancar Lainnya
15.1. Tagihan Piutang Penjualan 0,00 0,00

Angsuran
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1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti 0,00 0,00
Kerugian Daerah

1.5.3. Kemitraan dengan Pihak 0,00 0,00
Ketiga

1.5.4. Aktiva Tidak Berwujud 0,00 0,00

1.5.5. Aset Lain-Lain 0,00 0,00
Jumlah Aset Tidak Lancar 0,00 0,00
Lainnya
JUMLAH ASET 1.627.741.148 | 4.754.569.646

2. KEWAJIBAN

2.1. Kewajiban Jangka Pendek

2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak 0,00 0,00
Ketiga

2.1.2. Hutang Bunga 0,00 0,00

2.1.3. Hutang Pajak 0,00 0,00

2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

2.1.5. Bagian Lancar Hutang 0,00 0,00
Jangka Panjang

2.1.6. Hutang Jangka Pendek 0,00 0,00
Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka 0,00 0,00
Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN 0,00 0,00

3. EKUITAS

3.1. Ekuitas

3.1.1. Ekuitas 1.394.921.949 | 4.185.710.683

3.1.2. Ekuitas SAL 232.819.199 568.858.963
Jumlah Ekuitas 1.627.741.148 | 4.754.569.646
JUMLAH EKUITAS 1.627.741.148 | 4.754.569.646
JUMLAH KEWAJIBAN DAN | 1.627.741.148 | 4.754.569.646

EKUITAS

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Laporan

Kekayaan Milik Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Sungai Meranti
belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, 2015

karena tidak mengakumulasikan nilai aset tetap dengan tahun sebelumnya.
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Sungai Meranti belum membuat Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.

5. Dalam proses akuntansi Pemerintahan Desa Sungai Meranti belum

membuat neraca saldo.

6. Dalam laporan kekayaan milik desa yang dibuat oleh pemerintah Desa

Sungai Meranti tidak membuat perhitungan terhadap nilai akumulasi

penyusutan pada aset tetap.

56
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7. Penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Sungai Meranti Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya sesuai pada Pedoman

Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

5. Dalam penyajian Laporan Keuangan harus disajikan dengan benar dan
tepat, sebab hasil dari laporan keuangan yang telah dibuat dapat

ditanggungjawabkan.
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